BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 39 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

a.

1.

KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO KUALA,

bahwa uuntuk melakksanakan ketentuan pasal 246 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

bahwa untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan
daerah dan perkembangan perubahan indikator makro yang
terjadi secara nasional maka perlu untuk menetapkan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19353 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28Tahun 1953 tentang
Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara republik Indonesia
tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara
(Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
(Lembar Negara Republik Indonesia 245, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4871);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keunangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam Nomor 21 tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomoeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Barito KualaTahun 2005 - 2025 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito KualaNomor 02 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 -
2022;

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2019
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Kuala;

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 39 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2021 Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Peraturan
Bupati Barito Kuala Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2020 diubah sebagai berikut :



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(1) Pasal 2 Avat (2) Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021
disusun dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daaerah Kabupaten
Barito Kuala diubah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB1 : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2021 SAMPAI
BULAN JUNI 2021

BAB IIl : KERANGKA EKONOMI DAN KEUNGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII : PENUTUP

(2) Lampiran 2 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang menegtahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Kuala.

Ditetapkan di Marabahan

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 3 Agustus 2021
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